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Skripsi ini meneliti mengenai urgensi dibentuknya sebuah Pengadilan Hak
Asasi Manusia atau HAM sebagai salah satu instrument penegakan HAM di
ASEAN vyang dapat diimplementasikan pembentukannya melalui Badan HAM
ASEAN yang dinamakan ASEAN INTER-GOVERNMENTAL COMMISSION ON
HUMAN RIGHTS atau AICHR. Pembentukan Pengadilan HAM ini dimaksudkan
menjadi solusi atas kasus-kasus HAM yang terjadi di ASEAN, yang hingga saat
ini tidak mendapatkan penyelesaian atas dugaan pelanggaran HAM yang terjadi.
Pembentukan Pengadilan HAM juga dimaksudkan untuk menjawab keraguan atas
efektifitas AICHR yang selama ini hanya mampu menjalankan fungsi promotion
namun belum bisa melaksanakan fungsi protection sementara tercantum sebagai
mandat dalam Terms of Reference AICHR (TOR AICHR).

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif,
dengan pendekatan Conseptual Approach, Statute Approach, dan Comparative
Approach. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keperluan akan
Pengadilan HAM di ASEAN dikarenakan kondisi HAM yang tergambar melalui
kasus-kasus yang diduga terdapat pelanggaran HAM di dalamnya oleh masing-
masing Negara Anggota ASEAN. Kasus tersebut tidak mendapatkan penyelesaian
di dalam internal negara anggota sehingga dibutuhkan Pengadilan HAM di tingkat
regional yang dapat menjamin keadilan dengan menyelesaikan kasus-kasus
tersebut. Dalam rangka untuk membuat Pengadilan HAM yang ideal, ASEAN
harus terlebih dahulu membuat roadmap yang berisi tentang kebutuhan akan dasar
hukum baik berupa konvensi atau perjanjian yang bersifat mengikat, badan HAM
yang kredibel, pengadilan yang ideal, dan kerjasama antar-negara anggota
ASEAN yang tidak dapat dilepaskan. Mekanisme HAM Regional yang berbeda
dengan Mekanisme HAM di regional lain dimaksudkan untuk mempertahankan
karakteristik ASEAN.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa pembentukan Pengadilan HAM
oleh AICHR menjadi kebutuhan yang sangat urgent untuk saat ini dan mendatang
dikarenakan kasus pelanggaran HAM yang tidak kunjung menemukan muaranya.
Pembentukan pengadilan ini memang membutuhkan waktu yang lama namun
dengan iktikad baik dari masing-masing pemerintah negara anggota ASEAN,
maka bukan hal yang mustahil.



